BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR @% TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa;

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
' Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun




2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik: Indonc_‘sxa\Nggaor 5539};

S. Peraturan Menteri:Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Repubhk IndoneSIa Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pemenntahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2010 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI. TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN'RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1} Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan  pemerintahan, kepentingan
masYarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

a Menteri Dalam Negerij;

5. Anggaran Pendapatan . dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk
setiap Desa di Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum




dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung
dengan cara:

W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * z4)
Keterangan:

Wi = Dana Desa setiap Desa "

ZI' = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap
total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang

bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas
wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

kabupaten/kota yang bersangkutan

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber
dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga
yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan
geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalul
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah. :

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:



a. tahap I padé bulan April sebesar 40% (empat puluh
perseratus);. L
b. tahap. II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh perseratus); dan |
c. tahapIIIEadabuIan Oktober sebesar 20% (dua puluh
g persét;_afﬁsjf if )y :
(4) Penyaluran Déna Desatahap I dilakukan setelah Kepala
Loa, APBesapahnglambatbulan Maret; dan
b. laporan realisasi pPenggunaan Dana Desa semester
sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan. léboran realisasi pengunaan Dana
Desa semester ], |
(6) Rincian D,ana_,D;q_sg yang. diterima Desa setiap tahun
. dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
- dan pemberdayaanmasyarakat yang meliputi:
a. pemenuhaflékcbﬁt}ihé#,gésgr;
b. pembangunan sarana; an.prasarana desa;
©. pengembanganpotensiekohomi lokal; dan
d. pemanféa;ag _' sumbedayaalam dan lingkungan secara
berkelanjutan. :

O _ | _ | Pa‘sé’l 7

Pengelolaan kwangm<dcsad1kelola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Desember. '

Pasal 8

(1} Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti Sebagaimané .dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat peng’esahén oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud. ‘

(3) Pengeluaran kas; desa  yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

y



¢ peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

** peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan rajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat
setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa semester I dan semester Il kepada bupati,
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan;
b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan
Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atay
ldporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

. dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa
dan/atau laporan realisasi penggunaan  semester

. sebelumnya. :
(3} Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di-
temukan penyimpangan pelaksanaan yang

mengakibatkan SiLPA tidak wajar,

(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang
melebihi 30% (tiga puluh per scratus') dari Dana Desa
yang diterima Desa.

{9) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan
prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal Q% —0{— 2016

@Pj. BUPATI DOMPU,é
6: /ﬂ b

% MUHAMMAD AGUS PATRIA

Diundangkan di Dompu
pada tanggal &5 —><
SEKRETARIS DAER?

2016
PATEN DOMPU,

. BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR é.}

51z B
£



€0

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR: QZ 7770/ 214G
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN R
DANA DESA SETIAP DESA

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2016

1{o0 565.640.000,00 | °©  204.160.166,01 769.800.000
2{KATUA 565.640.000,00 © 77.759.678,40 643.400.000
3|KARAMABURA 565.640.000,00 124.350.540,53 689.991.000
4[MBAWI - ‘ 565.640,000,00 -108.649.373,53 674.289.000
S|DORE BARA 565.640.000,00 85.437.200,11 651.077.000
6|KAREKE 565.640.000,00 90.726.028,93 656,366,000
7IMANGGE NAE 565.640.000,00 65.978.647,50 631.619.000
8/ MANGGEASI 565.640.000,00 126.595.640,85 692.236.000
9{SORI SAKOLO 565.640.000,00 111.878.936,54 677.519.000

10{KEMPO .565.640.000,00 131.283.659,45 696.924.000

11]TA'A 565.640.000,00 110.318.701,09 675.959.000

12|SORO '565.640.000,00 74.713.213,13 640.353.000

13|KONTE 565,640.000,00 52,0957.473,80 618.597.000

14|TOLO KALO 565.640.000,00 74,824.122,95 640.464.000

15|SONGGAJA 565.640.000,00 38.883,155,39 604.524.000

16/ DORO KOBO 565.640.000,00 70.449.564,89 636.090.000

17/SORO BARAT 565.640.000,00 135.145.251,53 700.785.000

18|RASA BOU 565.640.000,00 62.735.934,78 628.376.000

19|DAHA 565.640.000,00 98.116.490,54 663.756.000

20|HU'U 565.640.000,00 135.845.571,35 701.486.000

21|ADU 565.640.000,00 63.969.576,02 629.610.000

22| CEMPI JAYA 565.640.000,00 88.795.586,15 654.436.000

23|MERADA 565.640.000,00 75.096.811,84 640.737.000

24{JALA 565.640.000,00 01.131.940,00 656.772.000

25|SAWE 565.640,000,00 70.646.643,42 636.287.000

26|MALAJU 565.640.000,00 105.929.694,54 671.570.000

27(LASE 565.640.000,00 109.371.433,19 675.011.000

28|MBUJU 565.640.000,00 109.890.264,32 675.530.000

20|KIWU 565.640.000,00 98.403.306,87 664.043.000 |

30|TAROPO 565.640.000,00 98.527.075,37  664.167.000

31|KARAMA 565.640.000,00 95.116.123,90 660.756.000

32|SANED 565.640.000,00 130.672.188,15 696.31.2.000

33|WAWONDURU 565.640.000,00 |: 127.060.119,04 692.700.000

34{MATUA 565.640.000,00 130.129.689,92 695.770.000 |

35|NOWA 565.640.000,00 121.106.126,58 686.746.000

36|BARA 565.640.000,00 112.806.247,39 678.446.000

37|MADA PRAMA 565.640.000,00 112.850.301,40 678.490.000

38|RIWOQ 565.640.000,00 106.776.838,85 672.417.000 |

39|MUMBU 565.640.000,00 157.291.117,93 722.931.000

40|SERA KAPI 565.640.000,00 79.757.773,98 645.398.000

41|RABA BAKA 565.640,000,00 45.067.733,38 610.708.000

42|BAKA JAYA 565.,640,000,00 180.997.089,47 746.637.000

43|PEKAT 565.640.000,00 222.002.904,21 787.643.000

44| NANGAMIRO 565.640.000,00 77.479.717,59 643.120.000

45|KADINDI 565.640.000,00 112.117.730,36 677.758.000 |

46|BERINGIN JAYA 565.640.000,00 85.334.165,55 650.974.000 |
47{SORI NOMO 565.640.000,00 100.507.385,89 666.147.000 |

48|TAMBORA 565.640.000,00 99,998.175,10 665,638.000

49|DORO PETI 565.640.000,00 110.161.737,85 675.802.000

50| KAROMBO 565.640.000,00 59.742,385,20 625.382.000

51|KADINDI BARAT -565.640.000,00 89.250,409,32 654.890.000 |

52|NANGAKARA 565.640.000,00 82.698.708,04 648.339.000

53|SORI TATANGA 565.640.000,00 120.918.757,88 686.559.000




54|CALABAI 5b5.640.U00,0U ¥4.305.400,08 OOULUUS. LU
SS|SORIUTU 565.640.000,00 108.313.791,91 673.954.000
56 BANGGO 565.640.000,00 71.933.459,46 637.573.000
1. S57|KWANGKO 565.640.000,00 98.632.512,90 664.273.000
S8ILANCI JAYA 565.640.000,00 124.864.943,14 690.505.000
59|SUKA DAMAI 565.640.000,00 105.392.191,56 671.032.000
60|NUSA JAYA 565.640.000,00 55.999.743,96 621.640.000
61| DOROMELO 565.640.000,00 88.528.506,88 654.169.000
62| NANGATUMPU 565.640.000,00 68.951.619,50 634.592.000
63| KAMPASI MECI 565.640.000,00 69.756.244,78 635.396.000
64|TEKA SIRE 565.640.000,00 80.081.705,63 645.722.000
65|ANAMINA 565.640.000,00 56.683.431,28 622.323.000
66|TANJU 565.640.000,00 65.897.818,74 631.538.000
67|RANGGO 565.640.000,00 102.392.056,04 668.032.000
68|JAMBU 565.640.000,00 90.059.925,36 655.700.000
69|LEPADI 565.640.000,00 67.166.315,14 632.806.000
70]LUNE 565.640.000,00 66.479.372,88 632,119,000
71|WOKO 565.640.000,00 57.648.072,40 623.288.000
72|TEMBAL LAE 565.640.000,00 97.302.717,76 662.943.000
Total - 40.726.080.000 | 7.012.868.000,00 47.738.950.000

% BUPATI DOMP&

f MUHAMMAD AGUS PATRIA




